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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
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a 18 :
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai dengan
penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.

2. | PPK:

a. [ Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai
dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang

b. | Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pokja Pemilihan

a. | Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan
penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia

b. | Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Pengadaan

SOP Persiapan Pengadaan

SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Al

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
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Pelaksana Mutu Baku
e s —r——— — —
e T PAIKPA PPK Kepala UKPBJ Pomiihan Persyaratan/ Walktu Cutpdt bl
C) Perencanaan pengadaan idealnya dilaksanakan setelah
e s E———— 1. Renja Kementerian pagu definitif ditetapkan dan sebelum tahun anggaran
1 s ‘;daanpe L 2. RKA Kementerian 5 hari RUP pelaksanaannya. Namun demikian, PA/KPA dapat
peng 3. DIPA/DPA mengumumkan RUP selambat-lambatnya tanggal 31
Maret tahun anggaran berjalan
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2 enekapiar dan RUP 1 hari RUP yang telah diumumkan
mengumumkan RUP
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Melaksanakan persiapan 2 RUPe e Dokurnen Perslapsn Pangadaan
3 it - 5 hari (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS
pengadaan 3. Draft Spek. Teknis/KAK telah ditetapkan)
4. HPS/RAB ¢
Dokumen Persiapan
Mengkoordinir sdm Pengadaan (KAK, Spesifikasi . .
a > 1 h. K ke
pengadaan Teknis dan HPS telah an SK penunjukan pokja
ditetapkan)
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1. SK Penunjukan Pokja
Melaksanakan persiapan 2. Dokumen Persiapan . .
5h ki Pemilihan P
5 pemilihan penyedia Pengadaan (Draft Spek. an Pokumen Femliihan Pepyedia
Teknis/KAK, HPS/RAB)
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1. Laporan Hasil Pemilihan
6 Mc!aks;?nakan pemilihan Dokumen Pemilihan Penyedia sesuai j?dwai Penye_dia
penyedia pemilihan 2. Berita Acara Penetapan
Pemenang
1. Laporan Hasil Pemilihan 1. SPPBJ
Melaksanakan pengelolaan Penyedia . 2. Kontrak
= "
z kontrak 2. Berita Acara Penetapan SO Isa kaintra 3. Pelaksanaan Pekerjaan
Pemenang 4, BAST
Menerima hasil
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Hasil Pekerjaan/Barang diterima
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